
BUPATI TORAJA UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORA^IA UTARA
NOMOR 4TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARGET PERTRMULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

Menimbang a. bahwa untuk mengoplimalkan pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah
(PAD), maka para aparat pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dituntut lebih profesional dalam
melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan seluruh
potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai
motivasi kepada para aparat atau Instansi Pelaksana
Pemungu.t Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah
mencapai kinerja tertentu atau target pertriwulan;

c. bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Target
Pertriwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 474O);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (bmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 14 'lahun 2OO2 tentang
Pengadiian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Unda.rg-Undang Nomor 32 'lahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embanan Negara Pepuhlik
Indonesia Tahun 2004 Nomcr 125, Tambaharr l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Unrlang-Undang Nomor 12

Tahun 2Q08 tentang Perubahar. Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (l.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambaharr Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan [rmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan A;rtara Pemerintalt,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negtrra Republik indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4737);

1 1 . Pertrturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang
Tata Cara Pemberian dan Femanfaatan k^sentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(krnbaran Negra Republlk Irtdorresia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 16 1);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri llomor 170 Tahun 1997
tentang Kriteria Wajib I']ajak yang Wajib
Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara
Pembukuan;

13. Keputusan Menteri Dalarrr Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara F'emeriksaan di Bidang Paj ak
Daerah dan Retribusi Daera.h;

14. Peraturan Daerah Kabupzrten Tora,ja Utara Nomor 5
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
(Lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 8
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja U tara Nomor 11

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2
Tahun 201 1 tentang Pajak Daerah (l,embaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tora-fa Utara Nomor 8 Tahun 20 13
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten



Menetapkan

Tora-ja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tcraja Utara Tahun 2013
Noraor 8, Tarr.'.bahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET
PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAI'I UMIIM

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahar-r
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah iembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Toraja Utara.

6. Dinas Pendapatan Pengelolaan i{euanger.n dan r\set
Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas
tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sesuai dengan Peratural Perundang-undangan yang
berlaku.

8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kine4'a tertentu dalam
melaksana-kan pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat mernaksa
berdasarkan undang-undatrg, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara lrengsung dan digun akan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya discbut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian lz;n tertentu yang I husus



BAB II

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah
ditetapkan berdasarkan target penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2074.

(2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan
pertriwulan dan dijabarkan sesuai jenis penerimaan
dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Uraian lebih lanjut dari target penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan sesu€ii jenis
penerimaan Pajak Daerah <lan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada a'1at (2) tercanturrr dalam
Lampiran dan merupakal bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah pertriwulan sesuai dengan jenis penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah digunakal sebagai dasar
pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingeLn oraog pribadi atau Badan.

1 1 . Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
daerah atau retribusi dar:rah kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

12. Kine{a Tertentu adalah pencapaian target penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.

B,AB III

DASAR PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 3



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
ini akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai
diundalgkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meraerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja
Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada trrnggal 26 April 2014

BUP TORAJA UTARA,

FREDID BA RRING

Bupati

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 28 .rpri1 2014

ARI DAERAH
TORAJAKABU

LEW LAtsI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR



)

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 4TAHUN2014 TANGGAL 26 APRIL 2OI4

TENTANG

PENETAPAN TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DAF"IAR PENETAPAN TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Pajak Penerangan Ialan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Gol. c

)

NO URAIAN ANGGARAN

TRI WUTAN I TRI WUI-AN II TRI WUTAN III TRI WUTAN IV

Tartet KlnerJa 15 % Target Klneria 40 % Target Klnerla 75 % Target (lnerja 100 %

I PAJAK

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

8.320.925.500

662.000.000

1.248.138.825

99.300.000

48.450.000

750.000

25.200.000

397.938.825

112.500.000

3.328.370.200 5.?40.694.t25

496.500.000

242.250.OOO

3.750.000

126.000.000

7 .989 .694 .125

8.320.925.500

662.000.000

323.000.000

5.000.000

168.000.000

2.652.925.500

750.000.000

1 264.800.000

2 323.000.000 129.200.000

2.000.0003 5.000.000

4 168.000.000 67.200.000

1.061.170.200

300.000.000

780.000.000

5 2.652.925.500

6 750.000.000 562.500.000

1.462.500.0007 1.950.000.000Pajak Bumi dan Bangunan P2 292.500.000 1.950.000.000



NO URAIAN ANGGARAN

TRI WULAN I TRI WULAN II TRI WUTAN III TRI WUI.AN IV

Target Kinerja 15 % Target Kinerja 75 % Target Kineria 100 %

Pajak Air Tanah

Bea Perolehan HakAtas Tanah Dan

Bangunan

60.000.000

1.750.000.000

9.000.000

252.500.000

1.239.857.100

24.000.000

700.000.000

60.000.000

9 1.750.000.000

8.255.714.000

960.000.000

142.000.000

382.400.000

Retribusi 8.255.714.000

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

960.000.000 144.000.000

2 142.000.000 21.300.000

3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP

dan Akte Catatan Sipil 382.400.000 57.350.000

9.300,000

69.750,000

11.175.000

900.000

300.000

20.879.250

60.750.000

4

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan

Umu m 52.000.000 62.000.000

465.000.000

74.500.000

6.000.000

2,000.000

139.195.000

5 Retribusi Pelayanan Pasar 465.000.000

6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Penggunaan Menara Telkom

74.500.000

6.000.000

2.000.000

139.195.000

405.000.000

7

8

9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

10 Retribusi Terminal 40s.000.000

12.000.00011 12.000.000 1.800.000

3.305.285.500

45.000.000

1.312.500.000

6.199.285.500

384.000.000 720.000.000

56.800.000

152.960.000

24.800.000

106.500.000

286.800.000

46.500.000

)
186.000.000

29.800.000

348.750.000

55.875.000

2.400.000 4.500.000

1.500.000

104.396.250

303.750.000

800.000

55.678.000

r.62.O00.000

)

Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.800.000 9.000.000

Target Klneria ll() %

.


